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Abstract : This research aims to describe the categories of directive speech act in 
“Negeri ½ Demokrasi, the categories expressive speech act in “Negeri ½ 
Demokrasi”, and the type of directive and expressive speech act in “Negeri ½ 
Demokrasi as well as its relevance a teaching material of Indonesian language 
for 8th grade SMPIT Nur Hidayah Surakarta. This research form of qualitative 
descriptive by using microethnology strategy. The research result obtained: (1) 
directive speech acts in “Negeri ½ Demokrasi” as many as 35 speech acts or 
36,84% from total number 95 speech acts. Percentage 36,84% include directive 
speech acts subcategories asked, subcategory advising, and subcategories of 
suggest, subcategories advice, subcategories forced, subcategories challenged, 
subcategories urgented, subcategories invited (2) expressive speech acts in 
“Negeri ½ Demokrasi” as many as 20 speech acts or 21,05% which covers the 
subcategory of criticised,, say thanks, praised, blaming and complaining, and (3) 
its relevance as a teaching material of Indonesian language for 8th Junior High 
School Integrated Islam Nur Hidayah inclued in KTSP curriculum Competence 
Standard about used by Indonesia languange right and good to discuss and debt. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) 
tindak tutur direktif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi”, (2) tindak tutur 
ekspresif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi”, dan (3) tindak tutur direktif dan 
ekspresif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi” serta relevansinya sebagai 
materi ajar bahasa Indonesia kelas VIII SMPIT Nur Hidayah. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan mikroetnografi. Hasil penelitian 
yang diperoleh: (1) tindak tutur direktif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi” 
sebanyak 35 tindak tutur atau sebesar 36,84% dari 95 jumlah seluruh tindak tutur, 
meliputi tindak tutur direktif subkategori meminta, subkategori menasihati, 
subkategori menyarankan,menyuruh, memaksa, menantang, mendesak, dan 
mengajak(2) tindak tutur ekspresif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi” 
sebanyak 20 tindak tutur atau sebesar 21,05% yang meliputi subkategori 
mengkritik, mengucapkan terima kasih, memuji, menyalahkan, dan mengeluh (3) 
relevansinya sebagai materi ajar bahasa Indonesia kelas VIII SMP IT Nur 
Hidayah ada dalam kurikulum KTSP terutama pada kompetensi dasar berbicara 
mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam wawancara 
dan debat.  
Kata Kunci : tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, pembelajaran 
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PENDAHULUAN 
Seseorang berkomunikasi pasti mempunyai maksud untuk diungkapkan. 
Maksud dan fungsi dapat diungkapkan dengan berbagai bentuk/struktur. Ada  
maksud membuat seseorang hadir dalam suatu pesta ulang tahun, penutur dapat 
mengungkapkannya dengan kalimat direktif. Mengucapkan selamat atas 
kesuksesan dalam karir pada seseorang penutur dapat mengungkapkannya dengan 
kalimat deklaratif. Pragmatik cenderung ke fungsionalisme daripada formalisme. 
Pragmatik berbeda dengan semantik dalam hal pragmatik mengkaji maksud 
ujaran dengan satuan analisisnya berupa tindak tutur (speech act), sedangkan 
semantik menelaah makna satuan lingual (kata atau kalimat) dengan satuan 
analisisnya berupa arti atau makna.  
Menurut Searle dalam (Rani dkk, 2006:158) dikatakan bahwa di dalam 
komunikasi bahasa terdapat tindak tutur. Ia berpendapat bahwa komunikasi 
bahasa bukan sekadar lambang kata atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila 
disebut produk atau hasil lambang, kata atau kalimat yang berwujud perilaku 
tindak tutur. Lebih jelasnya, tindak tutur adalah hasil dari suatu kalimat dalam 
kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari komunikasi bahasa.  
Materi ajar yang berkaitan dengan penggunaan tindak tutur ini berkorelasi 
dengan seberapa besar pengaruh penggunaan Bahasa di lingkungan pendidikan. 
Adanya pembelajaran yang bertujuan mencapai kompetensi sesuai profil 
kemampuan tamatan pada kurikulum diperlukan format materi ajar yang dapat 
dijadikan sebagai contoh untuk mengembangkan materi ajar. Penggunaan 
pendekatan belajar tuntas diharapkan siswa dapat menguasai kompetensi secara 
utuh sesuai dengan kecepatan belajarnya. 
Di antara sekian banyak ragam dalam dunia pragmatik, tindak tutur 
direktif dan ekspresif menjadi pilihan untuk bisa diteliti karena dua jenis tindak 
tutur ini sangat cocok dikembangkan dengan bahan penelitian seperti tayangan 
“Negeri ½ Demokrasi” ini. Direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh 
penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini 
menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi; 
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perintah, pemesanan, permohonan, pemberian saran, dan bentuknya dapat berupa 
kalimat positif dan negatif. 
Begitu pula untuk ekspresif sangat representatif untuk dikaji berkaitan 
dengan tayangan “Negeri ½ Demokrasi”. Ekspresif ialah jenis tindak tutur yang 
menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur itu mencerminkan 
pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, 
kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, atau kesengsaraan. Pada waktu 
menggunakan ekspresif penutur menyesuaikan kata-kata dengan dunia 
(perasaannya). Hal ini menarik karena akan sangat jelas terlihat bagaimana sebuah 
komunikasi itu berjalan lancar dengan penutur dan mitra tutur sama-sama 
memahami makna yang termuat dalam konteks serta mengedepankan kesopanan 
sehingga tercipta suasana komunikasi yang selaras, berimbang, dan sarat makna. 
Hal ini kemudian direlevansikan dalam materi pembelajaran bahasa 
Indonesia kelas VIII, kurikuum KTSP dengan Standar Kompetensi berbicara; 
mengemukakan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan diskusi dan 
protokoler. Kompetensi Dasarnya yaitu Menyampaikan persetujuan, sanggahan, 
dan penolakan  pendapat dalam diskusi disertai dengan bukti atau alasan juga 
membawakan acara dengan bahasa yang baik dan benar, serta santun. Pada skala 
ini akan terlihat relevansi antara tindak tutur yang terjadi dalam tayangan “Negeri 
½ Demokrasi” dengan pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII. 
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta sejak 
angkatan pertama kelulusan selalu berada dalam sepuluh peringkat terbaik nilai 
UANnya se-kota Surakarta. Hal ini mampu membuktikan bahwa meski usia 
berdirinya masih muda akan tetapi sudah mampu menorehkan prestasi dan mampu 
bersaing dengang sekolah-sekolah unggulan di Surakarta. Selain itu, khusus di 
mapel bahasa Indonesia pada angkatan ke-4 SMP IT Nur Hidayah ini menjadi yang 
terbaik se-Jateng. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di 
sana. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah kategori 
tindak tutur direktif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi”, (2) bagaimanakah 
kategori tindak tutur ekspresif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi”, dan (3) 
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apakah tindak tutur direktif dan ekspresif pada tayangan “Negeri ½ Demokrasi” 
relevan sebagai materi ajar bahasa Indonesia kelas VIII SMPIT Nur Hidayah 
Surakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1) 
tindak tutur direktif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi”, (2) tindak tutur 
ekspresif dalam tayangan “Negeri ½ Demokrasi”, dan (3) tindak tutur direktif dan 
ekspresif pada tayangan “Negeri ½ Demokrasi” relevan sebagai materi ajar bahasa 
Indonesia kelas VIII SMPIT Nur Hidayah Surakarta. 
Menurut Searle (dalam Nadar, 2009:14-15) membagi tindak tutur menjadi 
tiga macam tindakan yang berbeda, yaitu tindak lokusioner „utterance act‟ atau 
„locutionary act‟, tindak ilokusioner „illocutionary act‟, dan tindak perlokusioner 
„perlocutionary act‟. Tindak tutur lokusioner adalah tindak tutur yang semata-
mata menyatakan sesuatu, biasanya dipandang kurang penting dalam kajian tindak 
tutur. Tindak lokusioner adalah apa yang dicapai oleh penuturnya pada waktu 
menuturkan sesuatu dan dapat merupakan tindakan menyatakan, berjanji, minta 
maaf, mengancam, meramalkan, memerintah, meminta, dan lain sebagainya. 
Tindak ilokusioner dapat dikatakan sebagai tindak terpenting dalam kajian dan 
pemahaman tindak tutur. Jenis tindak tutur yang lain adalah tindak perlokusioner, 
yaitu tindakanuntuk mempengaruhi lawan tutur seperti memalukan, 
mengintimidasi, membujuk, dan lain-lain.  
Menurut Searle dan Finegan (dalam Nadar, 2009:15-16) tindak ilokusioner 
yang merupakan bagian sentral dalam kajian tindak tutur dibagi menjadi lima 
yaitu: 
1) Representatives „representatif‟ seperti hypothesise „membuat hipotesa‟, suggest 
„menyarankan‟,swear „bersumpah‟. 
2) Directives „direktif‟ seperti command „memerintah‟, request „meminta‟, invite 
mengundang‟. 
3) Commissives „komisif‟ seperti „undertake „mengusahakan‟, promise „berjanji‟, 
threaten „mengancam‟. 
4) Exspressives „ekspresif‟ seperti thank „berterimakasih‟, congratulate 
„mengucapkan selamat‟, welcome „menyambut‟.  
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5) Declarations „deklarasi‟ seperti declare „menyatakan‟, name „menamakan‟.  
Sedangkan menurut Yule (2006:92-94) sistem klasifikasi umum 
mencantumkan 5 jenis fungsi umum yang ditunjukkan oleh tindak tutur, yaitu: 1) 
Deklarasi ialah jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui tuturan. Tindak 
tutur itu menggambarkan, penutur harus memiliki peran institusional khusus, 
dalam konteks khusus, untuk menampilkan suatu deklarasi secara tepat. 2) 
Direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang 
lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi 
keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi; perintah, pemesanan, permohonan, 
pemberian saran. 3) Komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur 
untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. 
Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksud oleh penutur. Tindak tutur 
ini dapat berupa; janji, ancaman, penolakan, ikrar. 4) Ekspresif ialah jenis tindak 
tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini 
mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan 5 dapat berupa pernyataan 
kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, atau kesengsaraan. 5) 
Representatif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur 
kasus atau bukan. Pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan, dan 
pendeskripsian. 
Terdapat beberapa rumusan tentang pengertian bahan pembelajaran, antara 
lain dikemukakan oleh Gintings (2008: 152) yaitu, bahan pembelajaran adalah 
rangkuman materi yang diberikan dan diajarkan kepada siswa dalam bentuk bahan 
tercetak atau dalam bentuk lain yang tersimpan dalam file elektronik baik verbal 
maupun tertulis. Untuk mengupayakan agar siswa memiliki pemahaman awal 
tentang materi pembelajaran yang akan dibahas, sebaiknya bahan pembelajaran 
ini disampaikan atau dibagikan terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum 
proses belajar dan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini baik untuk dilakukan 
karena dengan mempelajarinya lebih dulu diharapkan peserta didik dapat 
berpartisipasi aktif selama berlangsungnya proses belajar dan pembelajaran.  
Bahan pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Oleh 
karena itu, pemilihan bahan pembelajarn hendaklah  sejalan dengan ukuran-
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ukuran atau kriteria yang digunakan untuk memilih isi kurikulum mata pelajaran 
yang bersangkutan. Kriteria pemilihan bahan pembelajaran akan dikembangkan 
dalam system instuksional dan yang mendasari penentuan strategi belajar dan 
pembelajaran. Pemilihan bahan pembelajaran tersebut hendaknya memenuhi 
kriteria-kriteria berikut ini.  
a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 
Bahan pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai 
tujuan instruksional khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, 
materi tersebut hendaknya sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah 
dirumuskan.  
b. Menjabarkan tujuan pembelajaran  
Perincian bahan pembelajaran berdasarkan pada tuntutan dimana 
setiap tujuan pembelajaran telah dirumuskan secara spesifik , dapat 
diamati dan terukur. Ini berarti terdapat keterkaitan yang  erat antara 
spesifikasi tujuan dan spesifikasi bahan pembelajaran.  
c. Relevan dengan kebutuhan peserta didik  
 Kebutuhan peserta didik yang pokok adalah berkembang 
berdasarkan  potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu bahan 
pembelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha 
untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh terkait 
dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap.  
d. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat  
 Peserta didik dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat 
yang berguna dan mampu hidup   mandiri. Dalam hal ini, bahan 
pembelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka 
memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan 
mereka menjadi manusia yang berguna dan mudah menyesuaikan  diri 
dengan lingkungan dan masyarakatnya. 
e. Mempertimbangkan norma yang berlaku  
Bahan pembelajaran yang dipilih  hendaknya mempertimbangkan 
norma-norma yang berlaku. Pengetahuan dan keterampilan yang 
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diperoleh dari bahan pembelajaran hendaknya dapat mengembangkan 
diri peserta didik sebagai manusia yang memiliki etika dan moral sesuai 
dengan system nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya.  
f. Tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik serta logis 
Setiap bahan pembelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, 
terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada satu topik masalah tertentu. 
Bahan pembelajaran disusun secara berurutan dengan 
mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis peserta didik. 
Dengan cara ini diharapkan isi bahan pembelajaran tersebut akan lebih 
mudah diserap oleh peserta didik dan tujuan pembelajaran dapat dapat 
tercapai.  
g. Bersumber dari buku sumber yang baku, keahlian guru, masyarakat dan 
fenomena alam.  
Keempat faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih bahan 
pembelajaran. Buku sumber yang baku dimaksud adalah yang disusun 
oleh para ahli dalam bidang pendidikan dan disusun berdasarkan GBPP 
yang berlaku. Kendatipun belum tentu lengkap sebagaimana yang 
diharapkan, setidaknya keberadaan buku tersebut akan sangat 
membantu bagi penyusunan bahan pembelajaran. Keahlian guru dalam 
menyusun bahan pembelajaran tentu sangatlah penting, karena sumber 
utama dari proses belajar dan pembelajaran adalah guru itu sendiri. 
Guru dapat menyimak semua hal yang dianggapnya perlu utuk 
disajikan kepada peserta didik berdasarkan ukuran pribadianya. 
Masyarakat juga merupakan sumber yang luas, sedangkan fenomena 
alam merupakan sumber bahan pembelajaran yang paling besar. 
Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan 
oleh siswa serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah 
pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Dalam penyelenggaraan 
pendidikan perlu adanya komponen-komponen pendidikan agar tercapainya 
tujuan pendidikan, diantaranya adalah tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, 
alat-alat pendidikan, kurikulum dan fasilitas yang mendukung tercapainya tujuan 
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pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 
penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK). KTSP diwujudkan dalam bentuk 
standar kompetensi dan kompetensi dasar dan telah disahkan penggunaannya di 
sekolah, baik negeri maupun swasta, yang diberlakukan secara bertahap pada 
tahun pelajaran 2006/2007, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Pemerintah pusat (Depdiknas) mengharapkan paling lambat tahun pelajaran 
2009/2010, semua sekolah telah menerapkan KTSP (Mulyasa, 2007:1-2). 
Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 
berbasis kompetensi adalah outcomes-based curriculum dan oleh karena itu 
pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang 
dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil 
kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum 
dartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen 
kurikulum oleh seluruh peserta didik. 
TVOne sebagai televisi berita nomor satu terus melakukan terobosan. 
Program talkshow Negeri ½  Demokrasi, menjadi salah contoh bahwa tvOne 
selalu menyajikan tontonan yang segar, menghibur serta mendidik. Dikemas 
secara satir, Negeri ½  Demokrasi jelas berbeda dengan program talkshow yang 
biasanya. Narasumber dan panelis dalam program ini ditampilkan secara spesial 
kepada masyarakat.  Dipandu oleh Paramitha Soemantri sebagai host serta dua 
panelis bersahaja, pengamat politk M. Qodari dan pengamat komunikasi politik 
Effendi Gazali, kehadiran Negeri Setengah Demokrasi akan menjadi berbeda 
dengan program talkshow lainnya. 
 
METODE PENELITIAN 
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan 
etnografi yang berorientasi pada teori pragmatik mengenai komunikasi. Penelitian 
ini digunakan untuk memotret fenomena kajian tindak tutur direktif dan ekspresfi 
pada tayangan talkshow “Negeri ½ Demokrasi” serta relevansinya dengan 
pembelajaran bahasa Indonesia kelas VIII Sekolah MenengahPertama Islam 
Terpadu Surakarta.  
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Metode etnografi mulai berkembang sejak tahun 1960-an, metode ini 
bersumber dari satu aliran baru dalam ilmu antropologi yang disebut cognitive 
anthropology, atauethnoscience, atau etnografi baru. Menurut Moleong dalam 
Kuswarno (2011: 32) etnografi pada dasarnya merupakan suatu bangunan 
pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam 
deskripsi kebudayaan. Etnografi bermakna membangun suatu pengertian yang 
sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dan perspektif orang yang telah 
mempelajari kebudayaan. 
Arikunto menyatakan (2006:118) data diartikan sebagai hasil pencatatan 
peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka. Data yang digunakan peneliti adalah 
dialog percakapan dan informasi dari narasumber yang dijadikan informan. 
Dialog percakapan ini berupa video tayangan “ Negeri ½ Demokrasi” pada hari 
Kamis, 30 Juli 2015. Mengangkat tema tentang “Pidana Menanti Penghina 
Presiden”. Selain itu informasi tentang situasi parcakapan pada saat penayangan 
juga menjadi data dalam penelitian ini. Sampel penutur atau orang yang 
ditentukan di wilayah pakai varian bahasa tertentu sebagai narasumber bahan 
penelitian, pemberi informasi, dan pembantu peneliti dalam tahap penyediaan data 
merupakan informan bagi peneliti ( Mahsun, 2014). 
Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Peneliti menggali 
informasi terkait relevansi penggunaan tindak tutur dalam tayangan “Negeri ½ 
Demokrasi” ini sebagai materi ajar bahasa Indonesia kelas VIII di Sekolah 
Menengah Pertama Islam Terpadu Surakarta. Informan ini merupakan guru kelas 
VIII sebagai key informan. Agar data yang diperoleh lebih valid dan lengkap, 
peneliti menggali informasi juga dari kepala sekolah dan wakil kepala bidang 
kurikulum sebagai orang yang memiliki jabatan strategis untuk memperoleh data 
yang peneliti butuhkan. 
Menurut Sugiyono (2013:218-219) purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 
kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 
peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. 
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang diperlukan (Sugiyono, 2015: 308). Menurut 
Kuswarno (2011: 33), teknik pengumpulan data yang paling utama dalam 
penelitian etnografi adalah observasi-partisipasi dan wawancara terbuka serta 
mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama, karena 
penelitian etnografi bukanlah kunjungan singkat dengan daftar pertanyaan 
terstruktur seperti pada penelitian survei. 
1.  Observasi partisipan 
Observasi partisipan merupakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial 
yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek penelitian 
dalam lingkungannya, dan selama itu data yang berbentuk catatan lapangan 
dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan (Bogdan dalam 
Moleong, 2012: 164). Sedangkan, menurut Stainback dalam Sugiyono (2015: 
310) “In participant observation, the researcher observes what people do, 
listen to what they say, and participates in their activities”. Yang 
artinya, dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang dikerjakan 
orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam 
aktivitas mereka. 
2. Wawancara terbuka dan mendalam 
Wawancara terbuka dan mendalam disebut juga wawancara tak terstruktur, 
yang artinya wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan 
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-
garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2015: 318). 
3. Analisis Dokumen 
Analisis ini diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi terarah, 
disamping menambah  pemahaman dan informasi penelitian. Mengingat 
dilokasi penelitian tidak semua memiliki dokumen yang tersedia, maka ada 
baiknya seorang peneliti mengajukan pertanyaan tentang informan-informan 
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yang dapat membantu untuk memutuskan apa jenis dokumen yang mungkin 
tersedia. Dengan kata lain kebutuhan dokumen bergantung peneliti, namun 
peneliti harus menyadari keterbatasan dokumen, dan bisa jadi peneliti 
mencoba memahami dokumen yang tersedia, yang mungkin dapat membantu 
pemahaman. 
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian 
data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh 
peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kalau 
dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan 
warna merah. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang 
terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid 
(Sugiyono,2015). 
Uji validitas data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
triangulasi. Triangulasi yang digunakan berupa triangulasi sumber. Triangulasi 
sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 
telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian 
dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari 
berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan 
data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis mengalir (flow model of analysis), yang meliputi tiga komponen, yaitu: 
(1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan simpulan (Miles dan 
Huberman, 2009). Analisis model mengalir memiliki tiga komponen yang saling 
terjalin dengan baik, yaitu sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan 
pengumpulan data.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tindak Tutur Direktif 
Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 
agar petutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturannya. 
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Terdapat tiga subkategori tindak tutur direktif pada tayangan “Negeri ½ 
Demokrasi”. Subkategori tersebut adalah sebagai berikut. 
Tindak Tutur Direktif Subkategori Meminta 
Bentuk tuturan: “Nah, nanti tolong dijawab ya bang EG ya? Bang EG, 
bang Ruhut, mohon maaf belum diperkenalkan. Bang Ruhut, bang EG 
juga Eggi Sudjana, jadi ada dua EG di sana, eh ES hee ya tolong ya 
dijawab pertanyaan saya ini, tolong ya ini saya punya tiga kalimat, tiga 
kalimat ya tolong dinilai mana yang penghinaan dan mana yang kritik atau 
tidak bisa dibedakan. Kalimat yang pertama ya, ini mumpug undang-
undangnya belum berlaku ya, satu Jokowi jelek, dua mumpung undang-
undang belum berlaku ya, dua Jokowi orangnya jelek. Ketiga, Jokowi 
kinerjanya jelek. Tolong bung EG nilai dari tiga kalimat ini mana yang 
menghina dan mana yang mengkritik, mana kritik dan penghinaan, atau 
tidak bisa dibedakan? 
Konteks tuturan: definisi kritik dan penghinaan yang belum jelas pada 
Rancangan Undang-undang pasal penghinaan presiden. 
(TTD/06/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (6) tersebut termasuk tindak tutur direktif subkategori 
meminta. Hal ini terlihat pada tuturan penutur dengan penanda lingual 
“tolong”. Penanda lingual ini bermaksud meminta dengan sopan kepada 
mitra tutur untuk bisa membedakan antara ketiga pernyataan yang diberikan 
penutur apakah termasuk kritik atau penghinaan. 
 
Tindak Tutur Direktif Subkategori Memberi Nasihat 
Bentuk tuturan: “Dan yang kedua ini yang agak lebih penting sebetulnya 
hak untuk presiden kalau merasa dirinya hina, dihina, dijamin dalam 
Undang-undang kita ya bang Ruhut ya? Jadi artinya presiden sebagai 
lembaga, itu tidak boleh punya perasaan.” 
Konteks tuturan: Presiden sebagai kepala negara memiliki hak yang 
dijamin Undang-undang. 
(TTD/010/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
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Tuturan pada data no (10) termasuk tindak tutur direktif subkategori 
menasihati. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda 
lingual jadi artinya presiden sebagai lembaga, itu tidak boleh punya 
perasaan. Penanda lingual tidak boleh punya perasaan, penutur 
memberikan nasihat kepada petutur yaitu presiden bahwa perannya sebagai 
kepala negara atau panglima tertinggi di institusi maka untuk hal-hal yang 
bersifat pribadi dikesampingkan untuk kepentingan rakyat dan negara. 
Penutur memberi nasihat ini karena secara kelembagaan, presiden sudah 
memiliki hak secara pribadi atas nama negara sehingga tidak perlu adanya 
lagi RUU pasal penghinaan presiden tersebut. 
 
Tindak Tutur Direktif Subkategori Menyarankan 
Bentuk tuturan: “Kalau mau ada juga ini yaa boleh juga mustinya 
tambah satu, jangan ada pasal penjilat. Nah karena penjilat ini banyak 
sekali, ya dengan penjilat-penjilat yang ada itu kan seringkali bicara yang 
tidak sesuai dengan faktanya. Selalu bener nggak ada salahnya 
sedikitpun.” 
Konteks tuturan: dimunculkannya kembali pasal penghinaan presiden 
yang sudah dihapus MK pada tahun 2006 lalu. 
(TTD/041/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (41) termasuk tindak tutur direktif subkategori 
menyarankan. Hal ini bisa dilihat pada tuturan penutur dengan penanda 
lingual kalau mau ada juga ini yaa boleh juga mustinya tambah satu, 
jangan ada pasal penjilat. Penanda lingual boleh juga mustinya ini 
merupakan saran dari penutur agar bisa menambah usulannya pasal penjilat 
ke dalam RUU pasal penghinaan presiden. Penutur menganggap pasal 
penghinaan presiden ini tidak perlu lagi dmunculkan kembali karena 
nantinya banyak pihak yang mengambil kesempatan sehingga menyarankan 
sekalian saja dimunculkan pasal penjilat ini. 
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Tindak Tutur Direktif Subkategori Menyuruh 
Bentuk tuturan: “Jadi, kalau menghina ya di kamar mandi aja ya sendiri, 
ga ada yang denger.” 
Konteks tuturan: definisi penghinaan pada Rancangan Undang-
undang pasal penghinaan presiden. 
(TTD/04/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (4) termasuk tindak tutur direktif subkategori 
menyuruh. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda lingual 
kalau menghina ya di kamar mandi aja ya sendiri, ga ada yang 
dengersecara tidak langsung penutur menyuruh petutur apabila ingin 
menghina orang lain di kamar mandi saja yang tidak terdengar orang lain. 
Berdasarkan RUU pasal penghinaan presiden yang diusulkan penutur 
menafsirkannya jika penghinaan itu dilakukan di tempat umum sehingga 
lebih baik jika menghina di kamar mandi sendiri saja. 
 
Tindak Tutur Direktif Subkategori Memaksa 
(1) Bentuk tuturan: “Ya gini gini...ada yang perlu diluruskan. Logikanya 
ya, presiden atau siapapun ya dalam pengertian ini kalau tidak mau 
dihina, kan jaga kelakuannya jangan sampai pantes dihina gitu loh. Ya, 
kalau dia presiden benar secara objektif ya apa ada orang yang tiba-
tiba menghina? Nggak masuk akal di pikiran tiba-tiba menghina, itu 
nggak masuk akal. 
Konteks tuturan: pasal penghinaan presiden tidak perlu ada 
(TTD/068/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (68) termasuk tindak tutur direktif subkategori 
memaksa. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda lingual 
ya gini gini...ada yang perlu diluruskan. Logikanya ya, presiden atau 
siapapun ya dalam pengertian ini kalau tidak mau dihina, kan jaga 
kelakuannya jangan sampai pantes dihina gitu loh. Ya, kalau dia presiden 
benar secara objektif ya apa ada orang yang tiba-tiba menghina? Nggak 
masuk akal di pikiran tiba-tiba menghina, itu nggak masuk akal. Penanda 
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lingual pada tuturan penutur untuk memaksakan sudut pandangnya agar bisa 
diterima dengan tidak perlu adanya pasal penghinaan presiden. Penutur 
memaksakan sudut pandangnya agar petutur yaitu host memiliki pandangan 
yang sama bahwa secara logika tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba 
menghina tanpa ada sebab-sebab tertentu. 
 
Tindak Tutur Direktif Subkategori Menantang 
Bentuk tuturan: “Pantas gak, udah bla bla bla yang saya anggap itu 
kritik, nanti gua pancung leher lu! Pantas gak itu? Hah? Presiden lo simbol 
negara.” 
Konteks tuturan: penting adanya pasal penghinaan presiden. 
(TTD/030/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (30) termasuk tindak tutur direktif subkategori 
menantang. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda 
lingual pantas gak, udah bla bla bla yang saya anggap itu kritik, nanti gua 
pancung leher lu! Pantas gak itu? Hah? Presiden lo simbol negara. 
Penanda lingual tersebut bermaksud dari penutur menantang kepada petutur 
apakah sampai demikian ketika pasal penghinaan presiden ini tidak ada. 
Penutur menantang petutur apakah nantinya ancaman-ancaman seperti tadi 
tidak ada ketika pasal penghinaan presiden ini dihapus sehingga penutur 
menegaskan sekaligus meyakinkan bahwa untuk tindakan pencegahan dari 
hal-hal yang bisa mengancam presiden sebagai simbol negara maka pasal 
penghinaan presiden ini harus ada. 
 
Tindak Tutur Direktif Subkategori Mendesak 
Bentuk tuturan: “Tapi kan ada aturannya? Ada batasannya?” 
Konteks tuturan: presiden tidak pantas dihina. 
(TTD/039/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (39) termasuk tindak tutur direktif subkategori 
mendesak. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda 
nonlingual berupa menyambung cepat seolah memotong tuturan penutur 
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sebelumnya. Penutur mendesak kepada petutur bahwa presiden memang 
tidak pantas dihina karena ada aturan dan batasan dalam rangka 
menyampaikan pendapat.  
 
Tindak Tutur Direktif Subkategori Mengajak 
Bentuk tuturan: “Rakyat Indonesia ini yang harus diurus ya, akan tetapi 
kita doakan memang nanti ini perdebatannya karena dulu di era pak SBY 
juga pernah diajuin ya walau pak Amir menteri Hukum dan HAM a...dan 
sekarang ya a..pak Loli. Kita tunggulah ya kita doakan apalagi sekarang 
hubungan pemerintah, kami di DPR sangat baik sekali.” 
Konteks tuturan: pasal penghinaan presiden bersifat delik aduan. 
(TTD/090/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (90) termasuk tindak tutur direktif subkategori 
mengajak. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda 
lingual rakyat Indonesia ini yang harus diurus ya, akan tetapi kita doakan 
memang nanti ini perdebatannya karena dulu di era pak SBY juga pernah 
diajuin ya walau pak Amir menteri Hukum dan HAM a...dan sekarang ya 
a..pak Loli. Kita tunggulah ya kita doakan apalagi sekarang hubungan 
pemerintah, kami di DPR sangat baik sekali. Penanda lingual pada tuturan 
penutur bermaksud untuk mengajak petutur agar mendoakan bahwa usaha 
pemerintah menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden tidak lain 
tidak bukan untuk kepentingan negara. 
 
Tindak Tutur Ekspresif 
Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya 
agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam 
tuturan itu, meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, 
mengucapkan selamat, menyanjung, memuji, menyalahkan, dan mengkritik. 
Terdapat lima subkategori tindak tutur direktif pada tayangan “Negeri ½ 
Demokrasi”. Subkategori tersebut adalah sebagai berikut. 
Tindak Tutur Ekspresif Subkategori Mengkritik 
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Bentuk tuturan: “Tapi persoalannya yang pertama bagaimana cara kita 
membedakan kritik dengan hinaan, penghinaan dengan kritik, bagaimana 
definisinya. Saya melihat Rancangan Undang-undang yang diajukan ini 
termasuk lemah. Saya bacakan definisi penghinaan ya, penghinaan adalah 
menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan dan gambar serta 
memperdengarkan rekaman kepada umum, kepada umum.” 
Konteks tuturan: pasal penghinaan presiden dimunculkan kembali setelah 
2006 MK sudah menghapusnya. 
(TTE/03/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (3) termasuk tindak tutur ekspresif subkategori 
mengkritik. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda 
lingual tapi persoalannya yang pertama bagaimana cara kita membedakan 
kritik dengan hinaan, penghinaan dengan kritik, bagaimana definisinya. 
Saya melihat Rancangan Undang-undang yang diajukan ini termasuk 
lemah. Saya bacakan definisi penghinaan ya, penghinaan adalah 
menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan dan gambar 
serta memperdengarkan rekaman kepada umum, kepada umum. Penanda 
lingual yang ada dalam tuturan penutur bermaksud mengkritik RUU pasal 
penghinaan presiden yang diajukan. Penutur mengkritik kebijakan 
pemerintah ini karena melihat di dalam definisinya belum jelas dan masih 
lemah  jika dipandang menjadi Undang-undang nantinya.  
 
Tindak Tutur Ekspresif Subkategori Mengeluh 
Bentuk tuturan: “Laa inilah, kalau Eggi ini, udahlah aku capai melihat dia, 
ini teman-teman saya, sama-sama lawyer. Saya punya klien gara-gara ulah 
dia.saya dihayyer, lo jangan main-main dengan somasi gua, dianggap dia 
dihina, habis nanti hotel lo gue serang! Hem...tapi Ruhut lawyernya, gue 
bilang,”serang yok, berhadapan ama gua!nggak jadi. Mau begitu? Gue nggak 
usah bilang hotelnya bos. 
Konteks tuturan: membedakan kritik dan menghina jangan dibuat susah. 
(TTE/032/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
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Tuturan pada data no (32) termasuk tindak tutur ekspresif subkategori 
mengeluh. Hal ini dapat dilihat pada tuturan penutur dengan penanda lingual 
laa inilah, kalau Eggi ini, udahlah aku capai melihat dia, ini teman-teman 
saya, sama-sama lawyer. Saya punya klien gara-gara ulah dia.saya 
dihayyer, lo jangan main-main dengan somasi gua, dianggap dia dihina, 
habis nanti hotel lo gue serang! Hem...tapi Ruhut lawyernya, gue 
bilang,”serang yok, berhadapan ama gua!nggak jadi. Mau begitu? Gue 
nggak usah bilang hotelnya bos. Penanda lingual dalam tuturan penutur 
bermaksud mengeluh karena selalu berhadapan dengan petutur mengurus 
kasus yang sama. Penutur mengeluh ketika mendapatkan klien karena harus 
berhadapan dengan petutur, sudah hafal tabiat dan karakter masing-masing. 
 
Tindak Tutur Ekspresif Subkategori Menyalahkan 
Bentuk tuturan: “Saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36 ayat 
36A menyatakan lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa 
lambang negara kita adalah presiden, itu salah.” 
Konteks tuturan: presiden dianggap sebagai lambang negara. 
(TTE/08/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (8) termasuk tindak tutur ekspresif subkategori 
menyalahkan. Hal ini dapat dilihat dari tuturan penutur dengan penanda 
lingual saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36 ayat 36A 
menyatakan lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan 
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi salah kalau Anda mengatakan 
bahwa lambang negara kita adalah presiden, itu salah.Penanda lingual 
pada tuturan penutur bermaksud menyalahkan petutur terkait penyebutan 
presiden adalah lambang negara. Penutur menyalahkan petutur yang 
mengatakan bahwa presiden adalah lambang negara maka perlu adanya 
pasal penghinaan presiden ini sebagai bentuk penjagaan. Sesuai dengan 
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UUD 1945 pasal 36A maka penutur memberikan penjelasan tentang apa 
lambang negara yang benar bukan presiden. 
 
Tindak Tutur Ekspresif Subkategori Mengucapkan Terima Kasih 
Bentuk tuturan: “Para juri sudah mulai yakin dengan saya? Terima kasih 
Konteks tuturan: pembahasan perbedaan kritik dan penghinaan dalam 
wacana dmunculkan kembali RUU pasal penghinaan presiden. 
(TTE/011/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (11) termasuk tindak tutur ekspresif subkategori 
mengucapkan terima kasih. Hal ini dapat dilihat dalam tuturan penutur 
dengan penanda lingual kata “terima kasih”. Penanda lingual ini bermaksud 
penutur mengucapkan terima kasih kepada petutur yang sudah menyimak 
penjelasannya terkait perbedaan kritik dan penghinaan. Penutur 
berterimakasih diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dan disimak 
maka sebagai bentuk penghargaan penutur mengucapkan terima kasih. 
 
Tindak Tutur Ekspresif Subkategori Memuji 
Bentuk tuturan: “Kita tunggulah ya kita doakan apalagi sekarang hubungan 
pemerintah, kami di DPR sangat baik sekali.” 
Konteks tuturan: peluang lolos tidaknya RUU pasal penghinaan presiden di 
DPR. 
(TTE/091/PMPP/N1/2D/TVONE/15072015) 
Tuturan pada data no (91) termasuk tindak tutur ekspresif subkategori 
memuji. Hal ini dapat dilihat dalam tuturan penutur dengan penanda lingual 
kata “sangat baik sekali”. Penanda lingual dala tuturan penutur bermaksud 
memuji pemerintah yang mempunya hubungan sangat baik dengan DPR 
sehingga nanti untuk lolos tidaknya RUU pasal penghinaan presiden di DPR 
didoakan saja. Penutur memuji pemerintah di sini presiden dan bawahannya 
memiliki hubungan yang baik dengan DPR sehingga secara kinerja lebih 
baik dan selalu ada komunikasi. 
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Relevansi sebagai Materi Ajar Bahasa Indonesia di SMPT IT Nur Hidayah 
Surakarta 
Relevansi tindak tutur direktif dan ekspresif dalam tayangan “Negeri ½ 
Demokrasi” sebagai materi ajar bahasa Indonesia kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta dapat ditinjau dari 
kurikulum KTSP, yaitu: 
Relevansi tindak tutur direktif dan ekspresif tayangan “Negeri ½ 
Demokrasi” sebagai materi ajar bahasa Indonesia kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta terlihat pada 
Standard Kompetensi dan Kompetensi Dasar kurikulum KTSP yaitu: (1) 
Standard Kompetensi Berbicara kelas VIII semester I “Mengungkap berbagai 
informasi melalui wawancara dan presentasi laporan”, pada Kompetensi 
Dasar (a) Berwawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan dengan 
memperhatikan etika berwawancara dan (b) Menyampaikan laporan secara 
lisan dengan bahasa yang baik dan benar; serta (2) Standard Kompetensi 
Berbicara Kelas VIII Semester II “Mengemukakan pikiran, perasaan, dan 
informasi melalui kegiatan diskusi dan protokoler” pada Kompetensi Dasar 
(a) Menyampaikan persetujuan, sanggahan, dan penolakan pendapat dalam 
diskusi disertai dengan bukti dan alasan dan (b) Membawakan acara dengan 
bahasa yang baik dan benar 
 
SIMPULAN  
Hasil penelitian yang diperoleh: (1) tindak tutur direktif dalam tayangan 
“Negeri ½ Demokrasi” sebanyak 35 tindak tutur atau sebesar 36,84% dari 95 
jumlah seluruh tindak tutur, meliputi tindak tutur direktif subkategori meminta, 
subkategori menasihati, subkategori menyarankan,menyuruh, memaksa, 
menantang, mendesak, dan mengajak(2) tindak tutur ekspresif dalam tayangan 
“Negeri ½ Demokrasi” sebanyak 20 tindak tutur atau sebesar 21,05% yang 
meliputi subkategori mengkritik, mengucapkan terima kasih, memuji, 
menyalahkan, dan mengeluh (3) relevansinya sebagai materi ajar bahasa 
Indonesia kelas VIII SMP IT Nur Hidayah ada dalam kurikulum KTSP terutama 
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pada kompetensi dasar berbicara mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dalam wawancara dan debat.  
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